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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan perumusan masalah serta pembahasan yang telah dijabarkan
pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban
pencabulan terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa:
perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pencabulan di lakukan
melalui upaya, edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai
kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat
pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan
pada setiap tingkat pemeriksaan pengadilan.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur
Hukuman dari tindak pidana pencabulan oleh pelaku yang telah dewasa
yaitu dalam dalam UU No.35 Tahun 2014 berupa, pidana penjara paling
singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun serta dikenakan sanksi pidana
denda paling banyak (maksimal) sebanyak lima miliar rupiah. Apabila
pelaku pencabulan kepada anak adalah juga anak maka berlaku ketentuan
Pasal 82 ayat 2 UU SPPA yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan
kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana
penjara bagi orang dewasa. Namun hukuman dari pidana ini hanya dapat
diterapkan kepada anak pelaku pencabulan yang telah berusia 14 tahun

sampai dengan belum 18 tahun. Sebab apabila anak melakukan pencabulan
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pada saat usianya telah 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan
ketentuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, terhadapnya akan dikenai sanksi
tindakan semata. Sanksi tindakan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 UU SPPA
meliputi pengembalian kepada orang tua/Wali penyerahan kepada
seseorang perawatan di rumah sakit jiwa perawatan di LPKS kewajiban
mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh
pemerintah atau badan swasta.

1. Adapun upaya-upaya kepolisian dalam penanggulangan kasus pencabulan
dapat di lakukan sebagai berikut, upaya preventif yaitu Pihak Kepolisian
Lombok Tengah melakukan sosialiasi ke sekolah-sekolah baik Sekolah
Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah
Atas (SMA), desa-desa untuk memberi pemahaman mengenai tindak
pidana pencabulan dan menghimbaukan agar para orang tua yang masih
memiliki anak yang masih kecil lebih untuk memberikan pemahaman dan
wawasan kepada anak dan memperhatikan anak-anaknya tersebut. Pihak
Kepolisian bekerjasama dengan tokoh agama untuk dapat membina
masyarakat dalam memahami norma-norma yang ada di masyarakat agar
terhindar dari hal-hal negatif, upaya represif adalah suatu upaya
penanggulangan tindak pidana secara konsepsional yang ditempuh setalah
terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk
menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya. Upaya represif yang
dilakukan oleh pihak kepolisian Lombok Tengah sesuai dengan wewenang

yang dimiliki kepolisian yaitu melakukan upaya refrensif agar tidak terjadi
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suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara: menerima
pengaduan atau laporan seseorang tentang adanya tindak pidana pencabulan
yang dilakukan kepada anak di bawah umur, mencari keterangan dan alat
bukti, melakukan penanggkapan dan pemeriksaan kepada pelaku, membawa

dan menghadapkan pelaku pencabulan anak pada penyidik.

B. Saran

1. Aprat penegak hukum di harapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum
kepda anak yang menjadi korban pencabulan dengan memberikan
pendampingan psikiater untuk mejaga kejiwaan dari rasa trauma akibat
tindak pidana pencabulan.

2. Kepada penegak hukum, agar pertanggungjawaban pidana pelaku
pencabulan terhadap anak diberikan hukuman yang lebih berat, yang dapat
memberikan dampak jera bagi pelakunya dan menjamin tidak ada lagi
peluang terjadinya perbuatan pencabulan tersebut.

3. Di harapkan kepada kepolisian Lombok tengah dalam melakukan upaya
penanggulangan kasus tindak pidana pencabulan anak, dapat melibatkan
lebih banyak instansi pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dengan
banyaknnya pihak yang terlibat dapat menimalisir tindak pidana pencabulan

anak
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